
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA DEPOK, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan 
Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2017 ten tang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah 
Yang Tidak Melalui Rekening Kas Um um Daerah; 

b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 971-7791 tanggal 
28 September 2018 ten tang Petunjuk Teknis Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban 
Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar 
Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap Sistem dan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran 
Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah pada 
Pemerintah Kota Depok; 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOTA NOMOR 51 TAHUN 2017 

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH 

TENT ANG 

PERATURAN WALi KOTA DEPOK 

NO MOR 85 TAHUN 2018 

WALi KOTA DEPOK 

PROVINS! JAWA BARAT 
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Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

ten tang 1999 Tahun 28 

Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak 
Melalui Rekening Kas Umum Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3858); 

2. Undang-Undang Nomor 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pera tu ran 
Wali Kota ten tang Perubahan Atas Pera tu ran Wali Kota 
Nomor 51 Tahun 2017 ten tang Sistem dan Prosedur 

Mengingat 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada 

Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kata Depok Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kata Depok Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kata Depok 

Tahun 2014 Nomor 4); 

21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok 

(Lembaran Daerah Kata Depok Tahun 2016 Nomor 10); 
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Pasal 3 

( 1) Pencatatan anggaran pendapatan dan belanja yang tidak melalui 

RKUD dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. dalam hal sampai berakhirnya tahun anggaran terdapat sisa 

dana yang tanpa melalui RKUD dicatat sebagai Sisa Lebih 

Pembiayaan tahun berkenaan, dan selanjutnya digunakan 

pada tahun anggaran berikutnya; 

b. sisa saldo tahun lalu dicatat sebagai belanja pada tahun 

beriku tnya; 

c. dalam hal terdapat bunga dan/ atau jasa giro dalam 

pengelolaan dana tanpa melalui RKUD, maka bunga 

dan/ atau jasa giro terse but menambah pendapatan dana 

tanpa melalui RKUD pada tahun anggaran berkenaan 

dan dapat langsung digunakan untuk pelayanan; 

d. dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam 

pengelolaan Dana BOS, bunga dan/atau jasa giro tersebut 

dipindahbukukan ke RKUD Kota sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal I 

Ke ten tuan Pasal 3 ayat ( 1) dalam Pera tu ran W ali Kota Depok 

Nomor 51 Tahun 2017 ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 51), 

diubah sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS 

UMUM DAERAH. 

Menetapkan 
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Diundangkan di Depok 

pada tanggal 5 Desember 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 

~ 
HAR~ 
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NO MOR 88 

K.H. MOHAMMAD IDRIS 

Ditetapkan di Depok 

pada tanggal 5 Desember 2018 

WALI KOTA DEPpK, 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Depok. 


